BUPATI TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 0S5 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TAPIN,

. bahwa hasil pengendalian dan evaluasi

menunjukan substansi Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2006-2025
belum sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, sehingga perlu
diganti;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, perlu
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-
2025;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

14.Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin;



18.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

. Bupati adalah Bupati Tapin.
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagal wunsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.



Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah yang
memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang
disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan dan
aspirasi masyarakat serta ditetapkan dalam kurun waktu 20 (dua
puluh) tahun.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2005-2025 berkedudukan sebagai kerangka dasar
pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari
aspirasi masyarakat Kabupaten Tapin dengan memperhatikan arah
rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2005-2025 berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di
Kabupaten Tapin.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2005-2025

Pasal 5

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII PENUTUP



BAB III

ISI DAN URAIAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2005-2025

Pasal 6

Isi dan wuraian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 7

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 20
(dua puluh) tahun, yakni Tahun 2005-2025 dan dijabarkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tapin Tahun 2009
Nomor 095), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.



Pasal 10

Peraturan Daerah int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

a tanggal Janvor

4 F#DIS/NURDIN HALIDI
Diundangkan di Rantau Q%’
pada tanggal ~5 Jonumri 2017

RIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

LEMBARAN DAERAR KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 05



